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B szdentzal system, scheme which is. applzed in Indone.szd necessitates the existence of. coalition amorzg its paﬁy T ke
L pre ence of Coalmon is necessary to minimize the risk of polmcal a’eadlock in relal, :
i Parlzamem‘ on the one hand, and due 10 built eﬂectweness inthe s gover nment as.the outcome

of. genm al election.
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‘lead 10 ﬁ*ag:lzty of the coalztzon the coalition deszgn Sactor, personalaty facror of 1 the Preszdent and characrer of
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'.Pengantar

- :Hanya bebera;ﬁé bulan setelah membentuk Kab:—-
- ‘net. Indone51a Bersatu 1L (2009—2014) Presxden:
- Susilo Bambang ‘Yudhoyono harus menghadapi

perlawanan sebagian partai politik (parpol)
koalisi pendukungnya di Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR). Melalui pengounaan hak angket,
Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Keadilan
S_gthtera (PKS), dan Partai Persatuan Pemba-
ngunan (PPP) bersekutu dengan parpol oposisi di

' DPR (PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai

Hanura) mempersalahkan kebi jakan pemermtah

Kenangan (KSSK), Sri Mulyani Indrawati,
sebagai pejabat paling bertanggung _';awab dalam

: skandal fersebut,

“Fenomena i ini Jelas suatu ironi karena Partaz
Golkar, PKS, dan PPP bersama-sama dengan
Partai Demokrat (PD), Partai . Amanat Nasional
(PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
tergabung ke dalam koalisi parpol pendukung
pemerintah yang sebeluinnya menandatangani
kesepakatan dan kontrak politik dengan Pre-
siden Yudhoyono. Atas dasar kesepakatan itu
Yudhoyono mendistribusikan lebih dari separuh

terkait pemberian dana talangan (bail out) atas

Bank Century. Dalam pemungutan suara yang
_disiarkan langsung oleh televisi nasional dan
disaksikan sendiri oleh Presiden dan para anggota
kabinetnya di Istana Negara, Golkar, PKS, dan
PPP di DPR mempermalukan Yudhoyono dengan
menj;etujui posisi parlemen yang menyatakan
“telah terjadi pelanggaran hukum” dalam skandal
bail out atas Bank Century. Selain itu, DPR juga
menyebut mantan Gubernur Bank Indonesia,
Boediono, dan Ketua Komite Stabilitas Sistem

Tkursi menteri KIB 11 kepada enam parpol

pendukungnya, PD (6 kursi menteri), PKS (4),
Golkar (3), PAN (2), PKB (2), dan PPP (2).
Sebagai kompensasi distribusi kursi menteri
tersebut Presiden Yodhoyono tentu berharap
keenam parpol koalisi tidak hanya mendukung
kebijakan-kebijakan pemerintah di parlemen,
tetapi juga turut mengawal pemerintahannya
hingga Pemilu 2014,

Alih-alih menghukum Golkar, PKS dan
PPP vang telah mempermalukan pemerintah




- di DPR, Presiden Yudhoyono justru menunjuk

0 Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie

- ‘sebagai Ketua Hauan Sekretar;at Gabungan-__' -

 Parpol Pendukung Pemeriniah (Setgab Koalisi) -~

" —membuat format baru k031151 yang dltata ulang' o

i usai perlawanan Goikar PKS dan PPP terkalt'_'- ST

e .-_---skandalBankCenmry ks TR :

Sebahknya pada saat hamp"“_ bersamaan e e
i .".-.meskz memuji tinggi prestasi dan integritas Men-

~terd Keuangan Srl Mulyam Indrawatl Presiden .

~ Yudhoyono akhlrnya mencopot menteri keuangan

‘terbaik Asia versi Emergm 14 Markef (2006) terse-

- :but ! Dengan kata lain, Presiden Yudhoyono lebih
memilih. bersekutu kembah dengan Golkar yang
telah mempermalukan pemermtah ketlmbang

menghukum dan mengeluarkannya dan bansan .

parpol koahs1

Memasukz semester ketiga pemermtahan
hasil Pemﬂu 2009, fenomena pohtlk hampir
serupa kembali terulang. Hampir semua pe-
tinggi PD di luar Yudhoyono meminta Presiden
menghukum Gotkar dan PKS yang lagi-lagi
melakukan perlawanan politik melalui peng-
gunaan hak angket pajak di DPR. Meski nsulan
pembentukan Pansus hak angket pajak akhirnya
kandas melalui pemungutan suara di parlemen,
para petinggi PD berpendapat, sudah waktunya
Presiden Yudhoyono mengeluarkan Golkar dan
PKS dari Setgab Koalisi serfa menggantikannya
dengan PDI-P dan atau Partai Gerindra. Kendati
sempat berpidato secara nasional dan menyebut
“gatu-dua” parpol dianggap melanggar kesepakat-
an dan kontrak koalisi dengannya, Presiden Yu-
dhoyono akhirnya merangkul! kembali Golkar ke
dalam pangkuan Setgab Koalisi setelah bertermu
langsung dengan Aburizal Bakrie.?

Mengapa koalisi dalam praktiknya di Indo-
“nesia pasca-Orde Baru lebih menjadi “beban”

.-.padamnmnnya serta dalarnkonteks pemermtahan Do
Presiden Yudhoyono pada khususnya Selainitu,
akan coba dikemukakan mengenai perSpekﬂf el
3a§temat1f bag1 terbﬁntulmya format koahm yang_ s e
men}anj ﬂcan efektmtas pemermtahan

":'-Kaalasn € alam Skema Presadensna}

Sebelum nen_]awab beberapa pertanyaan d1 atas -
“tulisan‘ini terlebih dahulu akan’ menguralkan:5-_".:_--1..__'.;“. ﬁ
f_'pen_;elasan atas konsep konsep pokok yang

digunakan d1 dalamnya, di antaranya konsep L
" demokrasi premdensml itu sendiri, konsep koalisi, =~
' ._konsep hubungan eksekutif- leglslatif dankonsep o

pemenntahan yang efektif, - _ -
““Sistem presidensial yang dimaksudkan"

daiam tulisan ini adalah sistem pemerin- -

tahan yang menempatkan premden sebagaz pusat,
kekuasaan cksekutif sekaligus pusat kekuasaan: .
negara. Ini berarti bahwa presiden adalah kepala.
pemerintahan dan juga kepala negara. Selain .
itu, sistem presidensial dicirikan oleh pemilihan -
kepala eksekutif secara langsung oleh rakyat,
bukan dipilik oleh parlemen seperti berlaku
dalam sistem parlementer. Presiden bukan bagian
dari parlemen dan tidak bisa diberhentikan oleh
parlemen kecuali melalui proses pemakzulan
(impeachment); dan Presiden tidak dapat mem-
bubarkan parlernen sebagaimana halnya sistem-
parlementer yang memberi hak kepada kepala
negara untuk membubarkan parlemen. '
Ciri lain dari presidensialisme adalah
kedudukan lembaga parlemen vang tidak
hanya terpisah dari eksekutif melainkan juga
independen terhadapnya; serta menteri-menteri
veng diangkat oleh dan bertanggung jawab
kepada presiden.’ Dari berbagai ciri tersebut,
menurut Arend Lijphart, sebenarnya hanya tiga

ciri VANG mpnjadi elemen.esensial darl SISEeIY

ketimbang solusi bagi terbentuknya pemerintahan
vang efektif? Apa yang salah dalam format koalisi
di bawah sistem demokrasi presidensial? Dalam
kaitan tersebut, tulisan ini mencoba memetakan
problematik koalisi di bawah sistem presidensial

! Dalam pernyataan resmi yang disiarkan langsung oleh televisi
nasional, Presiden menyatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani
mengundurkan divi karena yang bersanghkutan diminta sebagai
Managing Director oleh Bank Dunia,

* Lihat misalnya, “SBY dan Ical Sepakat Tetap Berkoalisi”,
dalam www.republika.co.id, 8 Maret 2011,

2

presidensial, yakni (1) presiden atau kepala
pemerintahan dipilih untuk masa jabatan yang
bersifat tetap (fived ferm); (2) presiden dipilih
secara langsung oleh rakyal ataupun melalui
dewan pemilih (electoral college) seperti di
Amerika Serikat; dan (3) presiden merupakan

* Tentang perbedaan sistem presidensial dan parle-
menter, lihat Lijphart (Ed.), Sistem Pemerintahan
Parlementer dan Presidensial, {Jakarta: RajaGrafin-
do Persada, 1995).




kepaia eksekutlf yang er51fat_ tunggal s Kareﬁa'

_ pada képeﬁtmg'aﬁ' j}ohﬁk

o 'konteks smtem presmlenslal -

coalition. 6 Kategon pertama, “koalisi pemenang
minimal”; menunjuk pada pemerintahan yang
' mendapatkan dukungan mayoritas sederhana di
parlemen. Kategori kedua, *koalisi minoritas”,

koalisi pemerintahan dari partai-partai kecil dan
karena itu tidak mendapat dukungan mayontas
sedelhana di pallemen Sementara itu, kategori

_ dan play‘”orm (haluan) S
. politik yang sama. Pemerintahan koalisi (coali- -
i ition: gové .'nmem‘) adalah suatu pemmmtahan. -
- yang dibentuk oleh lebih dari satu partai politik®: |
. Pemerintahan koalisi lazxrxmya adalah peme-:..
~ rintahan gabungan partai-partai di dalam sistem
P _pallementer yang berbasis: muitlpartal Namun i
: -konsep koalisi: pemermtdhan (governmenf-_ L
: 'coahtzon) menunjuk pada pemermtahan yang '
.dzdukung oleh 1ebih dari- sam pa:fta; di dalam

R :Secala teorztlk model koahs: Sebenaln ja- _
T Sangat beragam, namun atas dasar skala ataube- .
- .’sarannya model koalisi dapat dibedalan atas tiga-
"1_'-_3:I\ateg0r1 yali:ummzmal wzmzzngcoahizon minor- -
"zty coalition, dan gmnd coalition atau oversized

mutlak partai-politik di pariemen Forn:; ko__ahs
vang terbentuk lazimnya memengamh kecende

'__"'-'kunfdegrslat__ .dalam_konteks stem demokrasz
~diwarnai oleh. dua. kecenderungan utama, yakm
'__pemzma pola relas; yang bersifat domznasx satu
- lembaga atas yang lain, baik dominasi eksekutif
. ‘atas: iegislatif maupun Sebahknya Kedua poia_-_:. e

e _'relam “yang: d}dasalkan pada keselmbangan.i R
kekuasaan di antara eksekuitif dan legislatif: = .
- Sejauhmana kecendemngan pola reiam zmtara-'_ 'j_ g
- eksekutif dan legislatif:di dalam’ reahtas sistem

premdensml apakah pola pertama pola kedua,

- atan fluktuatif di antara kedua.pola tersebut :

y tldak hanya dltentukan oleh desam institusi yang
'dlbaﬁfmn dan dﬂembag kan, melainkan juga

v'a abel-varldbei lain yanc"bers;fat kondlslonal'

: suatu negara demokras; 7 Bagaml‘ma sesung»_ o
'_guhnya pola xela51 kekuasaan antara eksekutif -

dan’ leglslanf ini menjadl saiah satu faktor
pentmcr vang turut mempengamhz terbentuknya
pemenntahm yang efektif. ' '

Konsep pemer mtahan yang efektlf (go—
vemabzlzfv) menun;uk pada sxtuas; di mana
lembaga eksekutif dapat mewujuc}kan proses
pelaksanaan kebijakan yang berorientasi aspirasi
dan. kepentmgan rakyat tanpa llambatan berarti

: keng_a, “koalis1 besar”, menunjuk pada oalist ™"

pemerintahan yang didukung oleh mayoritas

* Arend Lijphart, “Presidentizlism and ’\?Iajofitarim1 Democracy:
Theoritical Observations™, dalam Linz dan Valenzuela (Ed.),

The Failure of Pres idential Denmocracy, Volume I, (Baltimore.

and London; The J ohns Hopkms Umvexsxty Press, 1994), him.
91-103.

S Frank Bealey, Dictionary of Political Science, (Oxford UK:
Blacicwell Publisher Ltd, 2000), hilm. 64.

* Arend Lijphart, Paiterns of Democracy: Government Forms
and Ferformance in Thirty-Six Countries, (New Haven and
Lendon: Yale University Press, 1999), hlm, 134138,

'dan lembaga legislatif. bmgkamya pemermw

tahan efektlf adalah “pemermtahan yang bisa
memermtah Sistem presidensial secara teoritis
mcmungkmkam telwu}udnya pemermmhan
yang efekiif karena lembaga presiden memiliki
legitimasi dan mandat yang kuat lantaran d1p111h
secara langsung oleh rakyat. Selain itu, prinsip
sistem presidensial yang memisahkan kekuasaan

Lijphart, Democracies: Patterns of Majoritarian and Consen-
sus Government in Bwenty-One Countries, {Yale: Yale Unives-
sity, 1984}, him. 67-89; juga Lijphart, Patiern of Democracy. ..,
him. 116142,




it msiem pres;den

mana efektivitas pemerintahan di daiam onteks .

cenderung membuka. peiuang pemakzulan bagi

' Presiden, dan bila Presiden dldukung kekuatan -

'-mayontas mutlak parlemen maka yang cenderung
terjadl adalah pemenntahan yang kolutlf 8!

Prof‘bléniatik:Prie'sidfehsiial Indo’iie'sia 5

Seperu dlkemukakan sebelumnya sistem pre-
sidensial memang mem1hk1 keleblhan-kelebihan

dlbandmgkan sistem parlementer di antaranya:
keterpzsahan mstztu51 pres;den dan lembaga par-

lemen, masa _}abatan preSIden (dan Wapres) yang
bersifat tetap, dan pemlhhan langsung presiden
oleh rakyat. Ketiga ciri tersebut tak hanya diang-
gap dapat menjamin tegaknya prinsip checks
and balances dalam relasi eksekutif-legislatif,
melainkan juga terbentuknya pemerlntahan yang
stabil dan efektlf '

"~ Namun bagi Juan Linz’, kelebihan-kelebihan

. ferqehwﬁ Jusirn memmimn sumber kelemahan. ...

tampalmyasangattergantung_f S
':pada pola relasi antara eksekutif dan legzsiatxf dii o
-_satu pzhak, ‘dan’ sistem’ kepartzuan yang berlaku' -
- di pihak lain .Persoalannya ‘sistem: preszdensmi_. L
e cenderung akanmenghasﬂkan pemermtahan yang:
- efektif apa’mla presx,den d;du}cung oleh mayontas’- -
" sederhana kekuatan, parlemen melalui minimal
; 'wmnmg coalmon Sebalik_nya jlka Presiden’
o hanya d:dukung kekuatan minoritas patlemen -

akibat banyaknya partai yang bersaing, pemilu -

_ premden hampir selalu menghasilkan “presiden- <
‘minoritas’™ (minority. preszdent) atau presiden.
- dengan basis politik minoritas di parlemen Ujung -

dari realitas politik seperti ini tentu saja adalah

'terhentuknya pemerintahan minoritas (minority -

government) Kedua, pemilu legislatif hampir-
selalu menghasilkan peta kekuatan parlemen
yang sangat fragmentatif serta tanpa pariai
mayoritas di parlemen, Dampak dari situasi ini,-
seperti dikhawatirkan oleh Mainwaring adalah
poiensi terjadinya jalan buntu politik (deadlock)
dalam relasi presiden-parlemen,”® '

‘Dalam kasus Indonesia problematik in-

stitusional presidensial tersebut tidak hanya
dialami Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
(sejak 2004), tetapi juga dialami Presiden
Abdurrahman Wahid (1999-2001) dan Presiden
Megawati (2001-2004) ——meski pada era Wahid
dan Megawati belum berlaku presidensial murni,
seperti amanat UUD 1945 hasil amandemen.
Baik Yudhoyono (Partai Demokrat) maupun

premdensaahsme Pertama sebacrax konsekuensx
keterpisahan antara lembaga presiden dan insti-
tusi parlemen, potensial terjadi apa yang dlsebut

YDenny Indrayana, “Mendesain Presidensial yang Efeltif: Bu-
kan Presiden ‘Sial’ atawa Presiden ‘Sialan’”, Makalah seminar
vang diselenggarakan oleh Partai Demokyat, Forum Komunikasi
Parpol dan Politisi serta FNS, 13 Desember 2006.

® Juan J. Lingz, “Presidential or Parliamentary Democracy: Does
it Make a Difference?”, dalam Linz dan Arturo Valenzuela,
(Bd.), The Failure of Presidential Democracy: Comparative
Perspectives, Volume 1, (Baltimore and London: The Johns
Hopkins University Press, 1994), him. 3-90
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Wzhid (PKBY dan Megawati (PDI Perjuangan),
pada dasarnya adalah “presiden minoritas”
karena basis politik mereka tidak mencapai
mayoritas sederhana kekuatan DPR.

Karena itu, tidak mengherankan jika Wahid,
Megawaii, dan Yudhoyono membentuk kabinet
yang menyertakan pula partai-partai Iain. Kabinet
Persatuan Nasional yang dibentuk Wahid, Kabi-

1 Scott Mainwaring, “Presidentialism, Multipartism, and
Democracy: The Difficult Combination”, dalam Comparative
Political Studies, Vol. 26, No. 2, 1993, him. 198-228

_ Probiematlk pre:udens;al semakm beﬁambah S
: _.kenka dikombinasikan dengan sistem ymultipartai
- seperti berlaku di .Indonesia. Problemank;_'_ o
-~ tambahan itu di antaranya ‘pertama,: sebagai © .




ylitik Wahid hanya menguasai:
R : '500 kursx DPR dan PDI-P.sebagai-
"_baSI__pOhtlk iMegawaﬁ hanya memxih{i 153_.}- :
" kursi, tak sampai sepernga dari total kursi DPR'_ T
' .'_"-Kecenderungan yang sama dlaiarm P1(381d811_
*Yudhoyono. pasca~amandemen konstitusi ketika -
" Partai Demokrat yang menjadi basis pohtlknya'

':_hanya mempemleh 55 dan 550 kurm DPR

kursi T DPR (26 6%) pada Pemﬂu 2009 padahat 2

' “PD memenangkan pemﬂu parlemen terakhn
.-iersebut EIE RSN B

Reahtas pohtik ini melatalbeiakancx keputus—
an Presiden Wahid,- ‘Megawati, dan Yudhoyono
membentuk kabinet yang ber51fat koalisi partai-
.paltal pohtlk Seperti diketahui, selain Partai
_Demokrat vang menjadi basis pohti}\nya Kabinet
Yudhoyeno periode pertama (2004-2009)
- didukung oleh tujub parpol lainnya: Golkar (128
Kursi), PPP.(58), PAN (53), PKB (52), PKS (45),
PBB (11), dan PKPI(1) sehingga secara keseluruh-
an parpol koalisi menguasai 403 dari 550 kursi
DPR (73,3%). Sementara itu, kabinet Yudhoyono
periode kedua (20092014} didukumg oleh PD
(149), Golkar (106), PKS (57), PAN (46), PPP
(37), dan PKB (28), atau total 423 dari 560 kursi
DPR (75,5%). Dengan demikian, pemerintahan

: .i_dan;ketegaﬁgan politxk-.-dalam 151&51 Preszden .
. .:-"{dan DPR, sel‘,ma perlode yang sama sekurang- ' S
. kurangaya dilakukan 12 kali rapat konsuliasi -
""-antara Presiden dan mepman DPR..
Sebenarnya tidak ada yang salah dengan B

. '.;penggunaan hak mterpcias; ‘hak angket, dan rapat

konsultasz ania:fa preszden dan ‘pimpinan DPR
karena secara pohtlk dijamin oleh konstitusi dan

: __pemndan«r—undangan Hanya saja persoalannya,
G PiGSidenYudhoyono selaku kepaia pememntahan
" _harus melayam polzz‘zcﬂmg parpol-paxpoi di DPR
'Sehmgga segenap energi tersita untuk 1tu yang
akhimya beldampak pada produknwtas peme—

nntahan yanﬁr rendah

Faktor mstmtsmnai lam dl bahk keberhasﬂan
amandemen Kkonstitusi pada 19992002 adalah
konstruks; konstitusi yang cendemng "DPR
hemg: ketlmbang”Premden heavy” sebagalmana
seharusnya dalam skema demokrasi preszdenswi
Konsiruksi demikian dilatarbelakangi oleh pe-
ngalaman panjang sistem otoriter Ordé Baru yang
sangat Presiden heavy, sementara DPR tak lebih
dari "sternpel” bagi setiap kebijakan politik yang
didesain oleh eksekutif. Tidak mengherankan jika
amandemen konstitusi diwarnai oleh semangat
“menghabisi” otoritas Presiden, dan sebaliknya
memperbesar otoritas DPR.!?

_Salah satu “celah” yang dimanfaatkan

52 AR A .0 I T NCE TR UL 5.7, YA
SLROHOY OO OET TR EUASa TS UTa T Garsr oy

‘kursi DPR sehingga menjadi modal politik
besar bagi jenderal purnawirawan TNI Angkatan
Darat itu untuk membawa Indonesia keluar dari
perangkap salah “orus” negara dan pemeriniahan
serta merealisasikan pemerintahan yang bersih,
adil serta sejahtera bagi rakyat.

" Fentang periode Abdurrahman Wahid, lihat misalnya, Syam-
suddin Haris, Konflik Presiden-DPR dan Dilema Transisi
Demakrasi di Indonesia, (Jakarta: Grafiti Press, 2007).

DPR untuk terus memperkuat dan mem-
perbesar otoritasnya adalah Pasal 20 UUD
1945 hasil amandemen vang mengubah Jocus
fungsi pembentukan undang-undang (UU) dari
Presiden ke DPR, kendati tetap harus melalui
persetujuan Presiden. Melalui celah int DPR
secara terus-menerus semakin memperbesar

I* Antara lain lihat, Syamsuddin Haris, “Format Baru Relasi
Presiden-DPR dalam Demokrasi Presidensial di Indonesia
Pasca-Amandemen Konstitusi (2004-2008)", Disertasi Doktor
di FISIP UL, Jakarta, 2008.




e _;kekuasaannya sene:im dengan cara meranca;ag :
Ul yang: ‘memberi hak pohtﬂ( bag1 DPR untuk-

o turut menyelek51 dan menentukan peja abat pubhk,

i -_-h-oto; itas yang seharusnya melupakan domain
o -ﬁ_pr851den dalam skema premdensml Olehkarena
iy -_'txdak menghelankan Jxka hamplr semua_

_ T nfi'asul\ ci; daiamnyaplmpman 1nst1tusa negara o
© yang sancat staategzs seperu Gubemur Bank
o indonesm dan para deputi gubemumya serta para

._anggota Badm Peme1 tlsa. Keuangan -

' Faktor Kex apuhan Keailsl Era
3Yudh0y@n0 :

'F akz‘ar Desam I{oaltsz

Secara ‘Leorms terutama jika dilihat dan skala
'atau besaran L.ekuatan parpol pendukung peme-
rmtah di DPR, koalisi yang dibentuk Presiden
Yudhoyono sebenarnya termasuk kategori
"koalisi besar”, atan bahkan “koalisi super-
besar”. Seperti dikemukakan sebelunmmya, KIB I
(2004—200_9) didi&qung oleh delapan parpol yang
mencakup 73,3% kekuatan DPR. Sementara itu,
KIB I1(2009-2014) didukung oleh enam parpol
yang mendominasi 75 S% kekuatan pohnk di
Senayan

Namun dem1k1an koahs; besar pendukung
Yudhoyono ters ebut ternyata rapuh secara inter-
nal. Fenomena pengusulan 14 hak interpelasi dan
sembiian hak angket selama periode 20042009,
begitu puIa' perpecahan koalisi terkait kesimpulan
Panitia Khusus Anglet skandal Bank Century,
jelas menunjukkan kerapuhan koalisi. Dalam
kaitan ini, penataan ulang melalui pembentukan

-sekretarial gabungan (Seigab). narpol koalisi

dibentuk Yudhoyono, yakm problematzk ba&us.._- i

“koalisi, sifat kesepakatan dan kontrak: politik,
: 'cakupan materi kesepakatan, dan probiematlk:ﬂ'; S

-'mekamsme mternal koalisi.’ . o B

Pertama problematﬂ( basas koahsx Sudah_""

i'-naenjadi pengetahuan umum koalisi politik .
pendukung pemerintah yang dibentuk olehPresi- =
“den Yudhoyono lebih berbasiskan p'entmganf} g
'-mencramankan kelangsungan pemermtzihan hasil L S
‘pemily ketxmbang faktor kesamaan ideologi da.nf: SEI
'hah_t_aq p_ol_it_].k tentang arah reform351 dan pena- .

‘taan bangsa ke depan dari parpol-parpol yang
tergabung di dalamnya. Sebagai kompensasi. -

dukungan politik parpol terhadap pemerintah,

‘Presiden Yudhoyono membagikan kursi menteri -

kabinet kepada parpol pendukung secara propor- .-

sional, yakni sesuai perolehan suara setiap parpol”

dalam pemilu legislatif. Skema basis koalisi
seperti ini dibangun Presiden Yudhoyono, baik
lketika membentuk KIB I (2004--2009) maupun .
KIB II (2009-2014) sehingga hampir sekitar
separuh anggota KIB I berasal dari parpol dan
meningkat menjadi lebih dari separuh pada KIB
IL.

Konsekuensi logis dari skema koalisi
berbasis kepentingan jangka pendek seperti ini
adalah lemahnya ikatan dan soliditas koalisi
sehingga dukungan parpol terhadap pemerintah
acapkali ditentukan oleh "mood politik” para
politisi parpol anggota koalisi, apakah tengah
kecewa dengan Presiden atau sebaliknya
sedang berbulan madu dengan Yudhoyono. Tak
mengherankan jika Golkar dan PKS misalnya,
seolah-olah tak memiliki beban untuk sewaktu-
waktu berbeda sikap politik dengan parpol koalisi
lainnya, PD, PAN, PPP dan PKB, seperti tampak
dalam penggunaan hak angket dalam skandal
Bank Century dan upaya pengusulan hak angket

pasca-hak angket Century serta reposisi Ketua
Harian Setzab Koalisi Aburizal Bakrie pasca-
hal angket pajak, harus dilihat sebagai upaya
Presiden Yudhoyono mengonsolidasikan kembali
koalisi yang rapuh tersebut.

Peitanyaannya kemudian, mengapa koalisi
besar yang dibangun Yudhoyono begitu rapuh?
Terlepas dari persoalan teoritis bahwa konsep
koalisi lazimnya merupakan skema sistem
demokrasi parlementer, paling kurang ada empat
faktor problematik di balik desain koalisi yang
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“pajak yang akhiviya kandas di DPE Tmplikasi

lain dari koalisi yang bersifat pragmatis seperti
ini adalah tidak munculnya kompetisi antarpartai
di parlemnen sehingga tidak tampak perjuangan
ideologis parpol dalam memengaruhi, mengubah,
ataupun membentuk kebijakan.

Kedua, problematik sifat kesepakatan dan
kontrak politik. Seperti dilansir berbagai media,
koalisi yang dibeniuk oleh Presiden Yudhoyono
didasarkan pada sejumlah kesepakatan politik
yang ditandatangani oleh pimpinan parpol




A pemberhentlan para mentf:n kabinet sepenuhnya N =
i }.'-.'-berada di tangan Presmlen Reahtas ini takhany’l b SN
; ERE f-i-i-gotakoahsxharusmendukungkebgakanyang S
telah dlputuskan presiden, baik meiahu Hakm S
. di:DPR maupun saluran lain; [

AN 'Yudhoyono untuk mengontm} szkap 'pohtik '
. parpol di DPR. - A : #58
E "Kenga pmblemank cakupan maten kese- :
o ;'-pakatan koalisi, Apa saja cakupan atau Tuang

- dingkup, ‘materi yang d1sepakat; oleh paxpol ko—' -
alisi pendu‘tﬂmg Presiden Yudhoyono sebenamya
:tak pernah }eias bagl pubhi\ Masyarakat hanya:" =

: 'menduva ducra cakupan materl kesepakatan tanpa
.--_memperoleh konﬁrmam yang Jelas baik dau
- Presiden, Yudhoyono maupun pa,rpoi aﬁggota
. _koahsx ‘mengenai. isi kesepakatan yang:telah
B dltdndatan gani oleh pimpinan parpol k koahs1 pada
15 Oktober 2009 yang lalu. Secara umum pubhk
- hanya tahu bahwa parpol Loahsz berse;:akat

. mendukung dan mempertahankan penaenntahan

e 3jparpol untuk dicarikan penggantinya; -

”_:"13:_ an berpenlaku.
' an dnandatangam-

imtegritas. Presxden membemtahu plmpman :

: -keb:_;akan khusus dan. strategis. Parpol ang- -

8 8 ;Dalammenyﬂcapl keputusan dan peiaksanaan :_ o
¢ tugas di-DPR, fraksi partai koalisi selalu -0
ﬂ---berkomumkaﬁ dengan sesama. frakm anggota_ L
s _f_ﬂ'koailsl, bl e ) [
9.2 Tanpa harus kehﬂangan dayalqms dan fungSI o

pengawasa.n fraksi partai koalisi:-wajib men-

. Gukung kebijakan pamermtah sebacmmana S
e _d;sebut pada poin7 dan 8; -

'10 lepman parpol, anggota koahs: ‘adak dapat

- secara, sepihak menarik menterinya yang
& - memiliki masalah mtemal dengan partainya.
_'mepman pmp01 harus berkonsulta51 dahulu
. '_dengan Presiden uniuk mencari solusi;

11.Jika pnnpman parpol secararesmi dan terbuka
. menyatakan menar ile. dukung’m terhadap

; pen5331 pembagxan kurs; men‘ien sesual deﬁgan
_ :___'proporsz kekuatan parpol di DPR '

_ Terkalt cakupan materi, ada 11 (sehelas) butu'
kesepalx_,ataﬁ yang ditandatangani oleh pimpinan
parpol anggota koalisi pada pertengahan Oktober
2009 vang lalu, yakni.®

. Bersepakat memelihara keut‘uhan Negara
Kesatuan RI;

13 Dikutip daiam “Cepat Selesakan Koalisi™ dalam Kompas, 4
Maret 2011, hlm. 3.

Cpemer mtw;un K !L.)LL!E.J’L Sresihey uumvunu S

- dhoyono koalisi atau keberadaan para men-

. teri di kabinet Susilo Bambang Yzzdhoyono—

o 'Boedzono akaﬁ baml/’bemk}m

-Menarik bahwa ternvata tidak semua
pimpinan parpol anggota koalisi benar-benar tahu
cakupan materi kesepakatan politik vang telah
ditandatangani di depan Presiden Yudhoyono dan
Wapres Budiono. Wakil Sekjen PKS, Mahfudz
Siddik, misalnya beranggapan bahwa kesepakat-

. res1den balk,langsung maupun' meialul___':::
Sy akﬂ preszden dan para; menteti, dapat- o
_.,:berkonsultam ke: plmpman parpol mﬂngenal_




= _.:_'._:f'i.f:'_Selam fu,”
Bt berbeda_mk

i an aniara Yudhoyono dan parpoi hanya terkalt_ Vi
" kerja. sama di pemenntahan dan di- Iegisiatlf e
baik Golkar maupun PKS yang = -
i engan parpoi koalisi iamﬁya__'-
o dalamkasus hakaﬁgket pajak yang gagal secara
_';':--fpubhk ac pkah mengatakan tidak tahu i
" sebenamya yang dﬂangga" oleh meleka ketlka'_’_ S
: ._padahal S

plhak dan: memberantas maﬁa pajak di plhak

i lain. Di: 5151 Eam, tzdak ada kesepakatan internal
i Setgab sendiri bahwa memang ada larangan bagi

s anggota koahsl untuk meng uhrkan hak angket
'paJak e
_ Selam m; probiematlk telpentmg ch bahk
sebelas ‘butir kesepakatan koalisi adalah. tidak
jelasnya koridor bagi parpol anggota koalisi,
-apa saja cakupan keszakan khusus dan strategis
yang. harus dxdukung oleh parpol di DPR seperti
dinyatakan dalam butir 7 _Le_s_epa_katan tersebut.
Terlepas dari kemungkinan adanya agenda lain,
apakah upaya membongkar pelanggaran hukum
dari skandal Century 'serta membongkar mafia
pajak di balik usulan hak angket pajak tidak bisa
dianggap sebagai bagian dari komitmen Golkar
dan PKS mendukung penegakan hukum dan
pembentukan pemerintahan yang bersih? -
" Keempat, problematik mekanisme internal
koalisi. Meskipun Presiden Yudhoyono me-
nata ulang format koalisi pasca-skandal Century
dengan membentuk Setgab, menarik bahwa
parpol anggota koalisi lebih suka memperde-
batkan persoalan koalisi secara publik melalui
media ketimbang mendiskusikannya secara
internal melalui forum rapat Setgab. Sejatinya
Setgab diciptakan sebagai forum pendahuluan

0 pendapatan negara meiaim sektm pajak. d‘ satu o dl lingkaran daiam kantorkepremdenan melam-:ff_.

Sekm baﬂx ka]anoan media. sehmgga poiemlk i
: _ 3antarpohusiparpoikoahs; sermgkah i:uerkmnbangE o
-:3_men}ad1 “debat kusir” yang tldak bermanfaat, .
B -'menyzta_energl dan belum tenm bermanfaat bag1 e
kepeh ngan:bangsa S s

kan Juga perlu dicari penjeiasannya darj watak "

: personal sang presxden sebagai locus kekuasaan .

dalam skema pres1densxahsme Amenka Senkat'; e
(AS) nnsalnya meskipun telah memihlq lem= © -
baga kep1es:denan yang sudah mapan dan pola -
mteraksx pohtxk vang teruji lebih dari satu abad,
p;hhannpihhan kebijakan Presiden AS seringkali -~
dzlatarbe]akangl oleh watak personai dan gaya -
kepem1mpman presiden yang bersangkutan -

_ Stephen Skowronek m:salnya mengi-
dentlﬁkam sekurangnya kurangnya empat
kelompok karakteristik kepemimpinan presi-
densial sepanjang sejarah AS, yakni Jeffersonian
leadership (dengan contoh Thomas Jefferson,
James Monroe, John Quincy Adam), Jacksonian
leadership (Andrew Jackson, James Polk, dan
Franklin Pierce), Republican leadership (Ab-
raham Lincoln, Theodore Rossevelt, Herbert
Hoover), dan Liberal Leadership (Franklin D.
Roosevelt, Lyndon Johnson, Jimmy Carter).!
Jadi, meskipun pemilu-pemilu AS didominasi
oleh dua partai politik utama, Partai Demokrat
dan Partai Republik, namun karakteristik
kepemimpinan presiden bisa sangat beragam dan
cenderung mengikuti watak personal dan gaya
kepemimpinan sang presiden,

Hal-yang-sama-tampakuya-berleku-bagi-

“bagi parpol koalisi unfuk menyepakati atau tidak

menyepakati suatu isu kebijakan strategis tertentu
sebelum rapat-rapat formal DPR, fetapi dalam
realitasnya para politisi parpol anggota koalisi
lebih sering memperdebatkan isu-isu kebijakan
secara publik melalui media ketimbang mendis-
kusikannya dalam rapat-rapat internal Setgab.
Akibatnya, berbagai perbedaan pendapat dan
sikap politik parpol koalisi menjadi santapan

" “Mahfudz: Ada 2 Kesepakatan PKS-SBY, Bukan 11 Poin”,
dalam www.merronews.com, 3 Maret 2011, jam 17:08.
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Indonesia di bawah Yudhoyono. Kajian psiko-
logis yang dilakukan oleh Bagus Takwin dan
Miniek L. Karim, misalnya, menemukan bahwa
secara personal Yudhoyono memiliki cukup
banyak aspek yang menonjol sebagai modal
kepemimpinan, di antaranya: sifat moderat,
mementingkan intelekiualitas, keterbukaan

15 Lihat Stephen Skowronek, The Politics Presidents Make:
Leadership From John Adam to Bill Clintor, (Cambridge,
Massachusetts, London, England: Harvard University Press,
cetakan ketiga, 2000).




i _"'létar belakangnya s'ebagal anak tunggal ( engan 5'; i B
P _':'.pendl_dlkan dan pengasuhan yang_ aik: Menurut'-:_.:' g
= pelop p_s1k010g1 individual, Alfred Adler -

" ‘dan pendldlkan yamrJ balk akan: c&:nderung

. tampil baik di depan umum untuk menjaga agar . .
""Z.perhatian orang Tain. tetap tertuju padanya 37___" :
_".Selan}utnya dikemukakan, “Kebutuhan: untuk

- jtems dzperhat:kan mendorongnya untuk cen-
" seperti ini akan bemsaha untuk’ ndak melakukan
:_:haiahal yang. ‘mungkin menimbulkan konflik?,'s
Selain seia}u bampaya menghmdarl konfhk
'."terutama dalam, berhadapan dengan DPR, tiga

- ciri kepemlmpman Yudhoyono lainnya adalah

o 1) terlalu banyak pertimbangan sehmgga lambat :

_mengambli keputusan (2) terkesan . ragu-ragu
karena menunggu banyak 1nasukan dari pihak
lain sebelum membuat keputusan; (3) dapat
_memmbulkan kesan berpura-pura dan,tl_dak
menamplikan yang sebenamya

Watak personai Presiden: Yudhoyono se-
pem diatas berdampak pada dua kecendenmgan,
pertama, kepemimpinan yang cenderung mengu-

" manta ':Menten Keuangan "tersebut 'Kecende-.i_.'
":_-'rungan_ semp ':tampak dalam respons_;Preﬂden -
“terhadap upaya kriminalisasi yang dilakukan =
_ :':'oieh pihak: kepohs;an dan. Icejaksaan terhadap =
_'_Komlsl Pemberantasan Komps; (KPK) yang -
_._.menyebabkan dua orang pimpinannya, Chandra
M.'Hamzah 'dan Bibit:Chandra, dzjadikan o
_tersangka oleh kepolisian. Pubhk berharap A W

(1870-1937), anak. tunggal dengan pengasuhan - e

'_1nst1tusi .KPK tet'.a'm Yudhoyono mermhh
'membentuk _Tlm_ Delapan yang d1plmp1n oleh

:’“Polmk pencitraan yang dllaku.kan Presxden Yudhoyono telah
: tampak dalam progesi peayusunan Kabinet Indone51a Bersatul
; (2(}04—2009) dan T (2009-2014) yang hendak menggambarkan
: hetapa cermat; hati-hati, dan semlsnya Yudlwyo;lo memilih

-posist menteri yang berasal dari partai politik. .

‘M Untuk menunjukkan keseriusan pemerintzh bekesja, intengitas
tapat kabinet seringkali tidak mengenal tempat, walktu, dan

para calon menteri. Sct:ap calon menteri yang ‘diundang ke
kediamannya di Purs Clkeas, Bogor diminta membemkan
pandangan‘tentang isu tertenty sebagai bagian dari proses fir
and proper test yang harus dilalui. Kentalnya suasana prosesi
atau upacara pencitraan juga tampak pada perombakan kabi-
net ferbatas pertama {2005) dan kedua (2007), padahal ésensi
reshuffle kabinet yang dilakukannya ternyata hanya pergeseran

tamakan pencifraan publik. Politik penciiiadn

‘demikian sekurang-kurangnya tampak dalam

‘tiga hal, yakni (1) pencitraan tentang keseriusan

16 Lihat, Bagus Takwin dan Niniek L. Karim, Sang Kandidat:
Analisis Psikologi Politik Lima Kandidat Presiden dan Wakil
Presiden RI Pemilu 2004, (Jakarta: Penerbit Kompas, 2004),
him. 239-247. o o

v Sepem dikutip Bagus Takwin dan Niniek L. Karim dalam
Sang Kandidat, him. 239,

8 Tbid., him. 241,
¥ [bid., him. 246.

bandara lainnya. Dari segi wakty, rapat-tapat kabinet acapkali

bahlan jarak. Dart segl tempat uniuk pertama I\almya rapat
kabinet berpindah-pindah dari kantor departemen yang satu:
ke kementerizn lainnya, bahkan dari bandarz yang satu ke

dilakukan pada hari-hari iﬁauz’, bahkan juga pada matam hari
keiika presiden, wapres, dan para menterd seharusnya beristi-
rahat. Sementara itu, dari segi jarak, puira Pacitan kelahiran 9
September 1949 tersebut melakukan rapat kabinet jarak jauh
secara feleconference dari Amerika Serikat yang akhirnya
memicu usulan interpelasi DPR.

22 presiden Yudhoyono hampir selalu menegaskan kebijakan-
nya yang pro-rakyat ataupun pro-poor, tetapi menuriut Hendri
Saparini, Managing Director Econit Advisory Group, hal ita
sebenarnya tidak tercermin dajam strukiur APBN yang digjukan
pemerintah ke DPR.




; ! ';Adnan Buyung-z Nasutlon Smyalemen : ubhk_ : e

- i '._-;pentmg d1 bahk kerapuhan koahsx 'polatik'yang -
- dibentuk’ Yudhoyono Persoalannya, tanpa harus

¥ “tergantung: sepenuhnya pada dukungan koalisi,

) :.'."Presaden Yudhoyono yang memiliki legltlmasz

~“besar. bisa: menggaiang dukungan rakyat 31ka
' ..keszakan-kebljakan pemermtah yang. berplhak
‘pada; kepentmgan bangsa “diganggu” oleh
‘manuver. para pohtls1 parpol di DPR. :

| _Faktor Karakter Parpel di DPR

'Secara teont:s 51stem kepartalan Indonesaa adaiah

sistem multlpartal Dar1 38 partai p011t1k peserta
Pemﬁu 20(}9 dewasa ini terdapat ¢ sembilan partai
poht:k yang memperoleh kursi di parlemen
nasional. Sementara itu, di tingkat lokal struktur
kepartaian jauh lebih kompleks dan beragam
karena persyaratan parliamentary thresholdtidak
berlaku di DPRD provinsi dan. kabupaten/kota
sehingga parpoi dengan peroiehan satu kur51 pun
dapat duduk di parlemen setempat

Mesklpun berlaku sistem multlpartax
relatif tidak tampak perbedaan ideologis yang
signifikan di antara parpol di DPR dewasa ini.
Dengan kata lain, secara formal semua parpol
mengklaim memiliki ideologi yang berbeda satu
sama lain, namun dalam realitas politik hal itu
.tidak begitu tampak dalam_perdebatan terkait

an'.- dan kerja sama antarparpol _1eb1h berpusat_. i |

L Indo' 31a saat 1n1 ‘Parta Golkar mlsalnya balk'.-::i. i
pasca-Pemilu 2004 méupuﬁpasca—?emaiu 20095 -
' lebih memilih menjadi bagian darikekuasaandan .
‘koalisi politik yang dibentuk Presiden Yudhoyono'_. e
darlpada menjadl opos151 dz Parlemen. Hal
yang sama tampak jelas: daiam perilaku PDI- -
?erjuangan ‘pasca-Pemilu 2009. dan menjelang
Kongres Bali (2010), yakni keinginan besar -
sebagian elitenya di bawah kubu Taufik Kiemas

—Ketna Dewan Pertimbangan PDI Perjuangan,

suami Megawati, dan . Ketua MPR—untuk - . -

bergabung dengan koalisi politik pemerintahan
Yudhoyono. Meskapun keinginan ini ditolak
oleh Megawati, Kongres PDI Perjuangan di Bali
tidak lagi menggunakan istilah “oposisi” dalam
merumuskan :sikapnya terhadap pemerintahan
Yudhoyono, melainkan sebagai “pengontrol dan
penyeimbang”, kendati esensinya sama.

- Karakter parpol yang cenderung berorien-
tasi perburuan rente seperti inilah yang tidak
diwaspadai oleh Presiden Yudhoyono, Akibatnya,
baik koalisi politik yang dibentuk pada Pemilu
2004 maupun 2009, cenderung menjadi perang-
kap politik sekaligus "penjara” bagi Yudhoyono
sendiri ketimbang meningkatkan efektivitas dan
produktivitas pemerintahan yang dipimpinnya.
Seperti dikemukakan sebelumnya, pada periode
2004-2009 parpol koalisi pendukung pemerintah
di DPR turut menggugat berbagai kebijakan

berbagal isu politik dan kebijakan. Semua parpol
termasuk PKS yang dianggap lebih ideologis
dibandingkan parpol lainnya, bisa saling bekerja
sama safu sama lain tanpa hambatan ideologis
sehingga fenomena kepartaian Indonesia lebih
merefieksikan fragmentasi politik di antara para
elite partai ketimbang suatu polarisasi ideologis
antarpartai. Konsekuensi logis dari fenomena
ini adalah berkembangnya politik kartel dalam
sistem kepartaian, vang antara lain ditandai oleh
kecenderungan faktual bahwa konflik, persaing-
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pemerintah melalui penggunaan hak interpelasi
dan hak angket sehingga energi, waktu, dan
perhatian pemerintah dan DPR tersita untuk
menyelesaikan konflik dan ketegangan politik
dalam relasi eksekutif-legislaiif, Pada Maret 2008
parpol koalisi di DPR bahkan menolak Agus
Martowardoyo dan Raden Pardede yang diajukan
Presiden sebagai calon Gubernur Bank Indonesia

* Selanjutnya lihat, Kuskridho Ambardi, Mengungkap Poliik
Kartel: Studi tentang Sistem Kepeavtaian di Indonesia Era Re-
Jormasi, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2009).




o '_"_'._seperti_. dikhawatlrkan Mamwarmg, temtama'_'z -
o "karena adanya mekamsme persetujuan bersama o
: -aniara DPR dan Plesmien dalam pembentukan. :

R _ﬂ'ike __'mpatanlndonesmmemanfaatkan momentum e
L :-demokrahsam untuk memacu pertumbuhan_

'ekonomz yang| leinh szgmﬁkan (7, &

| _"'Koahsx 2009—&014 dan Kasus Cen‘tary

. 'K.oahm poh’uk yang d1bentuk oleh Presmien
: Yudhoyono melalui Kabmet Indonema Bersatu Z{I
' pada dasamya ma51h sama. dengan sebelumnya

- Kecuali parpol kecil 'e_pert; PBB dan PKPI yang
" gagal memenuhx persyaratan paﬂzamenta; Y

'threshola’ untuk duduk di. DPR hasil Pemilu
2009 semua parpol lain dalam koalisi 2004-200%
turut bergabung dalam koalisi 2009—2014 Pex»
bcdaan lamnya Partai Demokrat yang menjadl
basis politik Yudhoyono menjadi partai terbesar
dengan meraih 149 dari 560 kursi DPR hasil
Pemilu 2009 dibandingkan hanya 55 dari. 550
harm DPR pada Pemilu 2004, -

-:__:'bank Seniral._sehmgga potenm gangguan dan S
o : -_-dlsharmom dengaﬁ pasanaannya sepertl dialalm
i 'dencran JusufKalla, telah feratasi.. oo o
: Seiam faktor ka kter parpol yang sangat S
= "piagmatls, tidak disiplin, dan'berorientasiperbu- .
ruan fente, problematik mendasar koahsl pohtzk
- yang dibentuk Yudhoyono adalab tidak adanya
- konsensus minimum yang beérsifat institusional
- sehmgga cenderung longgar dan t1dak menglkat _
_'secara’ pubhk Artmya tidal begitu Jelas bagi
' .pubhk apa saja cakupan kesepakatan di antara
'-parpol dalam mendukung ‘Presiden Yudhoyono

apa Tuang Imgkup kode etik plhak~p1hak yang
berkoahsa ‘serta: mekamsme hukuman dan
ganjaran sepert1 apa yang 1neng1kat parpol yang

:berkoahﬁ Karena itu, koahs1 tak hanya sangat
longgar, tetapi juga bersifat elitis. Immsnya pola .-

koalisi ‘serupa, ‘bahkan jauh lebih longgar .dan
terfragmentasi, terjadi pula pada tingkat: lokal
hasil pemxlﬁmn kepala daerah (Pﬁkada) secara
langsung®*

“Realitas politik seperti itu melatarbelakangi
munculnya gugatan keras parpol, termasuk
parpol koalisi di DPR terhadap kebijakan peme-
rintah Yudhoyono, atas dasar rekomendasi

Atas dasar pengalaman 2004—2009 publik

sebsnf_rnya berharap Presiden Yudhoyono mem-

~bentuk kabinet: profesmna ketimbang kabinet
polmk agar pemermtahannya lebib fokus pada
agenda perbaikan kehidupan ekonomi. Apalaci
Yudhoyono menang pemilihan presxden dalam
satu putaran secara langsung, dan partainya
sendm, Partai Demokrat, memenangkan pemilu
legislatif. Artinya, mandat politik dan legitimasi
Yudhoyono pada Pemilu 2009 jauh lebih besar
dibandingkan pada Pemilu 2004.

KSSRyatig wakit i dipimpin olehi Wignkeu Sq
Mulyani, menyelamatkan Bank Century melalui
penalangan dana sebesar Rp6,7 triliun. Kebijakan
pemermtah pada akh;r 2008 tarsebut sebenamya
telah mempemieh persetujuan DPR periode
2004-2009, namun nilai awal dana bail out
vang disepakati dan dikucurkan oleh Lembaga

**Lihat misainys, Pratikno, "Political Pasties in Pilkada: Some
Problems for Democratic Consolidation”, dalam Maribeih Erb
dan Priyambudi Sulistivante (Ed.), Deepening Democracy in
Indonesia?: Divect Elections jor Local Leaders (Pilkada),
{Singapore: ISEAS, 2609), him. 53-73.
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o _'-November 2008 hmgga 21 Juh 2009 'yakm'_
_ _momenturs berlangsungnya kampanye pemzlu
- legislatif dan pemilu- presxden 2009 Selama'
-~ periode tersebut LPS mengucmkan empal tahap

~ dana penalangan yakm dari pengucuran pertama

" Rp632 miliar pada 23 November 2008 hmgga

. Pen}amm S1mpana' ._ _(LPS) Pada 23 _November'_. i

total Rp6,762 triliun pada 21 Juli 2009.2
Mesk.xpun DPR gagal membuktlkan adanya

: 'penyxmpangan dan korupsi, namun melaluivot-
ing,: parlemen akhirnya. memutuskan’ bahwa

kebijakan bail out atas Bank Century bermasalah
dan melanggar hukum.* Beberapa parpol koalisi,
seperti Golkar dan PKS, menyebut Sri Mulyani
dan Boediono sebagai pejabat paling bertanggung
jawab dalam skandal bail ousf Bank Century, Di
pihak lain, Presiden Yudhoyono melalui pidato
secara nasional menyatakan kebijakan tersebut
sudah tepat dan harus diambil dalam rangka
menghindari dampak krisis kevangan global
pada 2008. Dalam pidato yang sama, Yudhoyono
bahkan memuji keputusan KSSK yang dipimpin
oleh Menkeu Sri Mulyani dan Boediono selaku
Gubernur Bank Indonesia.

Sebagai tidak lanjut keputusan DPR,
beberapa politisi seperti Akbar Faisal (Hanura),

* Lihat misaloya, htip./fwww.detibfinance.con/read/2010/03/0

i L3 R P e T ) o T e ey Py et el o e V1 e P

batlout-century-dari-bi, & Maret 2010,

* Menurut keterangan Daniel Sparingga (staf khusus Presiden
bidang komunikasi politik) dalam suatu diskusi tertutup dengan
beberapa akademdisi di Jakarta pada Mei 2010 yang lalu, sidang
paripurna DPR terkait skandal Bank Century dipantau Iangsung
oleh Yudhoyono sejak pagi hingga tengah malam. Pada mula-
nyz Yudhoyono mempercleh kepastian dari Aburizal Bakrie
balwa Gollear di DPR skan berubah sikep untuk mendukung
pemerintah pada saat parlemen mengambil keputusan, Namun,
sikap politik Aburiza! ternyata ditolak olek para anggota fraksi-
nya yang mencurigal adanya deal politik antara Presiden dan
Aburizal. Menurut kesaksian Daniel Sparingga, Yudhayono
mukanya merah dan marah besar atas sikap Goikar yang me-
lawan pemerintah tersebut.
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Sebenamya
- secara ieoritis - i
" tentang Parlemen—ausulan. penggunaan hak
_ :'menyatakan pendapat membutuhkan dnkungan_;__.' o

_'; Bambang Susatyc) (Golkar), Maruar Slralt (PDI: : '
e -Perjuangan), _dan mlsiator hak angket lain-f-”" T
L ;nya___ mewacan_akan periunya penggunaan hak.;g

‘pendapat. sebagal tahap awal e

e préses pemedatan (zmpeachmem) terhadap'}-'_ i
: - Wakil Premden Boediono yang. dianggap turut
..-.:-bertanggung Jawab dala__'_

§ skandai Century

tidak s sampai- sejauh u. Apalagz
:S@S‘{lal (616) No 27 Tahun 2009_:_;

' -'auggota DPR sedangkan kepumsannya memer,_ o

lukan dukungan minimal 2/3 (dua-pertlga) suara .
Dewan Syarat dukungan minimal 2/3 suarajuga -
dmyatakan secara eksplisit dalam konstmzsl hasil -
amandemen. Artinya, jika seluruh anggota Fraksi
Partai Demokrat di DPR (sekitar 26% dari total
560 anggota) tidak menghadiri sidang, maka
rapat paripurna yang mengagendakan usulan -
hak menyatakan pendapat tidak akan memenuhi -
syarat korum yang ditentukan UU, '
Meskipun telah menyatakan sikapnya bahwa
kebijakan bail our atas Bank Century sudah benar
dan tepat, dan di sisi lain secara parlementer
hampir mustahil bagi DPR memecat Boediono,
Presiden Yudhoyono tampaknya tetap merasa
tidak nyaman melihat kenyataan bahwa dia
berhadapan dengan DPR. Karena itu, kendati
berkali-kali para elite Partai Demokrat meminta
Presiden agar melakukan kocok-ulang koalisi
atau merombak Kabinet Indonesia Bersatu 1T
dengan "menendang” para menteri dari Golkar
dan PKS, tetapi jenderal kelahiran Pacitan, Jawa
Timur, ini tidak melakokannya. Seperti dikemu-
kakan sebelumnya, secara personal Yudhoyono
adalah sosok pemimpin yang tidak percaya diri,

—--erorientast-Pharmontdan-sebatikoys selata-

berusaha menghindari konfiik —apalagi dengan
parlemen, meskipun dia memperoleh dukungan
elekioral secara absolut dalam Pemilu 2009.

Watak dan karakter personal Yudhoyono
seperti ini tampaknya dipahami benar oleh
Golkar dan ketua umumnya Aburizal Bakrie.
Apalagi Yudhoyono dan Partai Demokrat secara
finansial acapkali konon masih tergantung
pada dukungan pemimpin korporasi Bakrie




:'dalam Pﬂpres 2009 akhirnya set1dak~t1&1knya o
"-;untuk sementara memenangkan pertarungan T A
._poht;k panjang terkait ‘skandal Bank Century,_:-
. yang ditandai d}pxhhnyaAbmlzaIBakrie sebaga1 o

: ""__Ketua Harian Sekretariat’ Gabtngan (Setgab)
.'--Koaizsl mendampmgl Yudhoyono sebaﬂal
.ke’ma29 S

' 'Caiaian Penutup

) _-Untuk membentuk ° pemelmtah yz:m0 blsa
memermtah” dalam skema presidensial | berbasis

B ;'__multipariaz sepertl beﬁaku di, Indones;a “diper-

" lukan koalisi beibasm kesamaan 1deoiogl dan
haluan (plag‘"orm) pohtlk di antara parpol yang
berkoalisi. Melalui basis koalisi semacam ini
d:harapkan bahwa dukungan ataupun penolakan
terhadap suatu kebijakm lebih berorientasi
kepe_ntmgan kolektif bangsa k_}.m, bukan semata-
mata kepentingan jangka pendek para politisi

= Ménur'ﬁt l;ete'ian'wml'séi'ah sc_(')mng:'Wai\ﬂ i\_etﬁé Llhmm Parfai

’\} 0. 30 JESTRRIN

' -:_-E.pDhtlk_ begitu besar. cukup. percaya _dm_ dengan' e
. pop é.iitas elekioral yang direbuinya dalam
. j_rPemﬂu 2009 sebenamya tak ada alasan - yanfcT
“masuk: akal: bagl putera Pacitan’ Jawa Timur
‘ini untuk khawatir terhadap kelangsungan
: pemelmtahannya Jaka muncul ¢ gangouan” politik
___'darl DPR: Apalagl sepem_d'_: raikan sebelumnya
3parp01 parpoi yang dlhasﬂkaﬁ pemﬂu—pemliu
_ demokratzs pasca- O:fde Baru adaiah parpol tanpa

kmmtmen 1deologzs yanfr }eias

Iromsnya keterlanjuran dan kesaiahan mem-
ben_tulg koalisi politik superbesar, tetapi semu dan
longgar yang-dilakukan Presiden Yudhoyono
pada 2004-2009 dinlangi kembali dalam periode

kedua pemermtahannya pada 2009——20 14.Karena

itu, penataan kembali seperti apa pun yang di-
lakukan oleh Presiden Yudhoyono terkait format
dan mekanisme intémal koalisi, hal itu tidak
pemah bisa menjadl 33111111&1} bagi kohesifitas dan
solidxtas di antara parpol koahsx Persoalannya
berakar pada desain koalisi, personalitas, dan
gaya kepemimpinan Yudhoyono sendiri serta

__ karakter oportunistik dari para p011t151 ‘parpol

=7
Mei ’?010 konon turul d;bmya: oleh Ketua Umum Golkar
" Aburizal Bakrie.

.. B.Lihai misalnya, "Presiden: Pengemplang Pajak Khianati
Rakyat™, dalam fetpoAwww korantempo, com/korantempo/
foran/2010/037/1 8/headlinern. 20100318 194215 id htn,
tanggal 18 Maset 2010

¥ Palam perkembangan mutakhir pasca-usulan hak angket
pajak yang akhirnya gagal di DPR, struktur Ketua Harian
Setgab akhirnya ditiadakan. Ketua Umuom Golkar Aburizal
Bakrie diposisikan sebagai Wakil Ketua Setgab, sementara
Ketua Setgab dijabat langsung oleh Presiden Yudhoyone. Lihat
antara lain, “Aburizal Jadi Wakil Ketua”, dalam hip:/hasional.
kompas.com/fread/2011/04/1 2023508384 burizal Jadi Wakil,
Ketua, Selasa, 12 April 2011 | 02:35 WIB.

di DPR

: Daiarﬁ kaltan ini, sa,}ah satu soiusa yang
ditawarkan ke depan adalah menata ulang
format pemilu dalam arti Tuas. Maksudnya, ke
depan hanya terdapat dua momentum pemily,
yakni pemil: nasional untuk memilih Presiden
dan Wakil Presiden yang dilakukan secara
bersamaan dengan pemilu DPR dan DPD serta
pemilu lokal untuk memilih kepala daerah dan
DPRD provinsi serta kabupaten dan kota yang
dilakukan dua tahun sesudah pemilu nasional.
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